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BAl1
PENDAHULUAN

Laporas Kewssgan Tohus Asggenn 2019 OFD Badue Perencanaan
Pembasgenan Duenh Provissi Bamen diussn  berdassrksn Perturan
Guderrur Bamen Nomer 18 Toum 2014 toatang Kebipbmn Aksnuarcs
Pemerivtah Docndt sebogninena 1elsh diuhah dengn Peratiean Gubermr
Banien Nomor 43 Tahue 2015 tntang Perebshan stas Persnirn Guberauu
Bamten Nomor 18 Tabun 2014 dan Peatiesn Gubemr Harmen Nomor 51
Tahum 2015 sevenng Sisem dan Prosedur Akuetsesi Pemerimah Provines
Banten,

1 Maksod Dan Tujusn Peoyssanan Laporas Keunagun

Pemyusunan lepoean kevangan merspakan bereek pertanggunganatee
Pemerintad Dacrb dalam rengha pefnksanaan Fengelolam Kesangae Doerdy
Sundar Akureassl Peneristahan meayataban babwa setlag usst pemeriatahian
yasy  mengelolsmggaran adalah  entitas  skustensi yang  wajib
menyelenggandan proses whustansi,. BAPPEDA Provinsl Basten selaks
Soteest Kena Perasghc Dasrah (SXPD) mervpakan entitas skontansi yasy
anoﬂmMnmwmmmdnw sandar.

Kepals SKPD selu penggons maggoesn menyelesggaeskan skuman.
atas tranrksi Kevangan, set, hutang dan ekuitas, Penyelerggaran akuonassi
mimwdmwmmmmm&mmn
di Rnghmgan SKPD den penyispan loporan keuangan sehuusgan desgan
pelibsnsan  anggane yang  dikelolenya Laporas  hesmgan  terstons
digmakan untek mombardinghas realisasi pesdspatan, belmje, sl o
peintiiyssn desgan nagesran yang teleh Sresapkan, menllai koodini Seuange.
focigevalicss) wlekuving dan efimonst sty entitss pelaporan, dse membanty
menenhukan ketaatanaya serfiadap perotine perundang-sndasgan

Pomerioead Prininsi Bances whogai Entias  Pelogoran mefgpueyal
kewmgben umsk melaporken upya-ipaya yang telsh dilakokan serts hasi)
yorg whih dicapal dalem periode tenenos, sbagai wigud traseparnst dan
abantabilitas messsemm dan Lescimbsngan kecubupan pesericeas, gins
membaays sefurub peegeluann yang dislokssikan secars sidumatis del
Murmmmmmmmmm:

(3) ARunoadeliteg
Menipertangguog)ewatban pergeloban ssmber daya seru pelaksyrann
pebiksanaen Lebijakan yang dipercayakan kepods SKPD dalam mencapui




Daser Hukum

tujuan yang telah ditetapkan;

(b) Manzjemen
Menyediakan informesi  keuangan untuk mengevaluasi - pelaksymann
kegiatan dalam satu periode pelaporan, sehinggn memudshkan fungsi
perencanaan, pengelolsan dan pengendalian atss selunsh asser, Kewnjiban,
dan ekuitas dana pemerintah untik kepentingan masysrakat:,

(<) Transparansi
Memberikan informasi kevangan yang terbuka dan jujur kepada masynraka
berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyamkat memiliki hak  wntuk
mengetahul secara terbuka dan menyeluruh atas permanggunggawabui
pemerintah dalam pengelolsan sumber days yang dipercayakan kepadanyn
dan ketantannys pada peraturan perundang-undangan,

{d) Keseimbangan Antargenerasi
Membanta pars peoggunn dalam mengetabui  kecukupan penerimany
pemerintsh pada periode pelapoean untuk membiayai seluruh pengeluaran
vyang dialokasikan dan apakah generasi yang skan datang dissumsikas dan
kut menangguag beban pengelusran tersebeat,

Adzpun tujean penyusunan laporan keuangan yaity menyajikan infoensas|
yang bermanfaar bagi parn pengguns dolam menilsi akuntabilitas dan
membeaat keputusan baik keputusan ekonom, sosial, maupun politik dengan
& Menyediakan Informasi tentang sumber, alokssi dan penggunssn sumber

daya keuangan;

b. Menyediskan informasi mengenai kecukupan pencrimaan periode berjakin
untuk membizyai sehawh pengeluaran;

€. Menyediakan informasi mengenai jumlash swmber daya ekonomi yang
digenakan dalam kegiatan entitas skuntansi serta hasil-hasil yang telah
dicapai;

d. Menyediskan informasi mengenai bagaimana entitas akuentansi mendana
selurub kegiatannya dan mencukupi kebueuhan kasnya;

€. Menyedinkan informssi mengenai posisi kewangan dan keodisi entitas
akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimmannyn, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajek
dan pinjaman;

f. Menyedinkan informesi mengenai perubshan posisi  kewangan entitas
skuntansi, apaksh mengalami kenaiksn atay penurunan, schagai akiba
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

I Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahus 1945;

2. Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang
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12,

13.

14

15.

17,

Pembentukan Proviesi Banten;

Undang-Undsag Republik Indonesin Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kewsngsa Negara,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendaharnan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahus 2004 tenany
Pemerikssan Pengelolsan dan Tenggungjawab Kevangan Negarn;
Undang-Undang Republik Indomesin Nomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antarn Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah;
Undang-Undang Republik Indonesin Nomoe 23 Tahun 2014 temany
Pemerintaban Daerah;

Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tencang  Kedudukan
Kewangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daserah;

Feraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahan 2004 lentang  Kedudukan
Protokoler dan Kevangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwnkilan
Rakyat Dacrah, sehagaimana telah diubah beberapa kali, terukhir dengan
Persturan Pemerintah Nomor 21 Tabun 2007 tentang Perubahan Ketign
Atas Peraturan Pemsermtah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewsn Perwakilan
Rakyat Dacrah;

Peraturan Pemeristah Nomor 55 Talwn 2005 tentang Dans Perimbangan;
Peraturan  Pemerintsh Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor § Tabun 2006 tenssng Pelaparan Kounngan
dan Kinerjn lastansi Pemerintah:

Peruturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antarn Pemerintah, Pemerintshan Deerah Provinsi dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota;

Perilumun  Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008 tentang  Swtem
Fengendalian Intern Pemerintaly,

Perataran Pemeriatah Nomor 71 Tahua 2010 tentang Standar Akuntans
Pemerintahan;

Permuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahen 2006 tentzng Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagzimana telah diubah beberapa kali,
ternkhir dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 21 Taban 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Persturan Menteri Dalam Negeni Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengedolaan Keuangan Daerak;
P«uuruMawuiDnl-anniNmﬂTathOBMng
Pencrapun  Stander  Akustansi Pemerintshan Berbasis Aknal Puds



Pemerintah Daerah;

18. Persturan Doerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahus 2006 temtang Pokok-
Pokok Pengelolann Keuangan Daerah Provinsi Banten;

19. Peraturan Daersh Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendspstan dan  Belanja Doemah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2019,

20. Peratwran Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019 temang
Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

21. Persturan Gubernur Nomor 51 Tabun 2015 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

22. Permwran Gubermar No. 18 Tabun 2014 temtang Kebijokan Akustansi
Provinsi Baoten sebagaimana telsh dirabah dengan Peraturan Gubernur
48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubermur No. 18 Taban 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

1.3 Organlsasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencasaun

Pembangunan Daerah Proviasi Banten

Badan Perencanaan Pembanguman Daerah (BAPPEDA) Provins: Banten
ierupakan salah satu organisasi perangkat daersh di bawah pemerintahan
Provinsi Banten. Ovganisasi dan Twa Kerja entitss distur dengan Persturan
Dsernh Provinsi Banten Nomoe 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daersh Provinsi Banten {Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2016 Nomee 8, Tambahan Lembaran Daecah Provinsi Banten Tabun
2016 Nomor 8). Entitas berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al Bantani
(KP3B) Palima, Curug, Kota Serng.

BAPPEDA Provinsi Banten mempunyai tegas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perencannan
pembangunsa dnerah.

Kompasisl pegawai OPD Badan Perescanaan Pembangunan Dacral
Provinsi Banten pada tahun 2019 adalsh sbb -

1. Eseloa Il; 1 orsng (Kepsls OPD)
2. Eselon II: 6 ocang (1 orang Sekretaris dan 5 omng Kepala Bidang)
3. Eselon IV: 18 orsng (3 orang Kepala Sub Bagian dan |5 orang Kepala Sub

Bidsny
4. Pelaksana PNS: 73 orang (5 orang JFT Analis, 8 arang JFT Peneliti, 8

orang JFT Perencana, 52 orang JFU),

5. Pegawal Tidak TetapHonorer: 95 omng.

Untuk mewsjudkan tujusn di atss BAPPEDA berkomitmen dengan visi
“PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN



Saveania
Feasisan

PEMBANGUNAN  DAERAH  YANG  IMPLEMENTATIF'. Usiuk
mewwjudkannyn akan dilakukan beberapa langhah-langkah sttegss sebagai

berikut:

I. Meningkatkan Kualitas Perencassan dan Penganggaran Pembangunan

Daocrah,

2. Meningkatkan Mutu Pengendslion dan Evabuasi Pemhangunan yany
berbasis akuntabilitas kinerja,

3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informust
berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Duerah.

4. Meningkatkan Kunlitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatar.

L4 Sistematika Penubisan Catatan Atas Laporun Keuangan

BAB 1

BABIL

BAB I

BAB IV,

BAB V.
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BABII
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

mmmmmcummmwrmzowum
Pemjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Proviesi Banten Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pernturan Guberiuar Bamten Nomor
28 Tabun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2019
tenlang Penjabarsn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tabun
2019, wrget (pajak/retribusi) SKPD Badan Perencanasn Pembangunan Dacrah Provinsi
Banten pada tabwin 2019 adalah Rp0,-,

Alokasi Belamjn Tidak Langsung Tohun Anggsran 2019  sebesar
Rp36.490.000.000,00 watuk membiayai Belanja Pegawai, sedangkan alokasi Belanjz
Langsung sebesar 29.597.624.000,00. Realisasi Belanga Tidak Langsang Tatun
Anggaran 2019 sebessr Rp 33.373.055,684,- stau 91,46% dari anggaran, sedangkan
realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 23.598,326.561 - atau 79,73% dari Anggaran

Secara kescluruhan jumlah realisasi pendapatsn Tahun Anggaran 2019
sebesar  Rpd.- stau 0% dari target yang direncarakan APBD mumi sebesar Rp 0.,
Dibandingkan dengan reslisasi Tahum Anggaran 2018 sebesar Rpd.-, realisasi
Pendapatan Tahun Anggaran 2019 lebih besarkecil Rpd.-.

Realisasi Belanjn SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp $6.971.382.245,00,- stau 86,21% dari anggaran yang direncanakan dalam
APBD Perubahan scbesar Rp 66.087.624.000,-, Dibandingkan dengan realisasi Tahu
Anggaran 2018 scbesar Rp 55.492.528.349,26 realisasi belangs Tahun Anggaran 2019
bertambah sebesar Rp 1,478 849.666,74 atau naik 2,66%. Realisasi Belanja terdiri dari
Belanja Operasi dan Belanja Modal,

32, Hambatan dan Kendaka

Pada pelaksanaan APBD TA 2019 terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang

realisasi penyerapan anggarannya sd. 31 Desember 2019 hanva mencapai kurang dari
$0% dari target yang ditetapkan pada Daftar Pelaksanasn Perubahan Anggann
(DPPA) TA 2019, Adspun kegintan-kegiatas tersebut adalah:

1. Penyedisan Data dan loformasi Pembangunan (73,04%)
Anggaran Rp 616.618,000,00. Realisasi Anggaran Rp 450.387.743,00

Sisa dan anggaran yang tidak diserap dan penyerapan sesuai ssh. Terdirl dari bekanga
perlengkapan peserta, belanja cetak dan penggandaan, belanjn pedalanan dinas.
belanja narmsumber dan belanja promosi dan peblikasi.

Hambatan dan kendala:

Narasumber membatalkan kehadimn mendadak karena nda peaugasan lain dai
pimpinannys. Namsumber vamg hadir esclonnyn dibswah dari yang dimins
sehingga pembayarannya sessai SSH, Perjalanan dinas tidak diserap kurema jodwal
yang overlap dengan pelakssnaan kegiatan Bappeda yang lain,



2. Pengadasn Sarana Prasarana Kantor (75,09%)
Anggaran  Rp2.362.000.000,00. Reslisasi Anggaras Rp1.773.604.300,00. Sisa
anggaran Rp 588.395.200,00 terdiri dari,
Hambagan dan kendala

Pengadaan yang tidak dilaksanakan kerena Pengadasn Komposer Nootebook/Lapeop
Core i7, pengadsan PC Core 17 dan Pengadsan Drone karena tidok ada datam e
karalog LKPP.

3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (77,209)
Anggaran Rp 6.092322.000,00. Realisasi anggaran Rp 4.703.223.620,00, Sis
anggaran Rp 1.389.098.380,00. Sisa anggaran dari sisa kontrak penyedizan barung
habis paksi, peayedinan operasional jasa kantor, kegiatan yang tidak dilaksunakan
dan penyerapan sesuai dengan kebutuhan
Hambatan dan kendala:
Pamenan Bamten Expo tidak dilaksanakan sehingga anggaran dari todok ukur terkait

lidak disernp yamu belanga cetak, belagia pengandaan, belanja sewn tempar dan
belanja dekorasi, Belanja jasa Internet dan belanjs jasa TV coble tidsk maksimal

diserap karena telsh berhenti langganan sejak pertengahan tahun karena belangs
imternet telah dianggarkan di Dinas Kominfo.

4. Peningkatan Kapssitas Aparatur (71,34%)

Anggaran Rp 243.862.000,00. Realisasi Anggaran Rp 173.962.300,00. Sisy
anggaran Rp 69.899,700,00. Sisa anggaran dan Anggaran yang tidsk diserap dan
belanja pengiriman Diklat. Penyerspan menyesisaikan dengan kebutuban.

Hambatan dan kendala:
Tidak adanya undangan dikiat
5. Rapat Koordinasi Kedalam dan Kelbaar Daerab (67,57%)

Anggaran Rp $42.269.000,00. Realisasi Anggaran Rp 366.416.004,00. Sisa
Anggaran Rp 175.852.996,00
Hambatan dan kendala:
Penyerapan anggaran menyessaikan dengan undsngan dari instansi lain baik pusat
maupun dacrah

6. Pevingkatan Peagelolann Kearsipan dan Pelaysnan Perpastakann (69,19%)

Anggaran Rp 17.761.000,00. Realisasi Angarsn Rp 12.288.000,00. Sisa anggaran
Rp 5.473.000,00. Sisa anggarsa dari anggaran yaag tidak diserap terdiri dari belanjn
cﬂakhpmwmhm.hhnjnmuhnmdanmhmlqlmmnbdmja
perjalanan dinas dafam doerah

Hambaran dan kendala;

Belanja Perjalanan dinas tidak diserap karena tidak ada undangan. Pengelolnan
perpestakaan khuses Bappeda tidak disersp karena menjadi tapoksi nstans: yang
membidangi perpustakaan,

7. Kerjasama Pendanasn Pembangunan (19,98%)



Anggaran Rp 961.120.000,00. Realisasi Anggaran Rp 23176000000, Sisa
snggaran Rp 709360.000,00, Siss anggaran bersssl dari anggaran yang tiduk
diserap pada tolok ukue perencansan kerjssamn pembanguian Corporate Social
Respansibilicy (CSR) terdiri dari befanjs periengkapan peserta, belanja cetal dan
penggandasn, belanja sewn tempat pertemuan, sewa kamar, sews proyektor, belanja
makanan dan minuman kegiatan, belanjn perjalanan dinas, belanjn jasa keseniun
tradisional, belanja narasumber, belanjs moderntor dan belanja promosi publikas:

Hambatan dan kendala:

Belum terbentukayn Tim Forum CSR dengan perusahsan dan karens lemahnya
kepercaynan perusahasn terhacap Forum CSR karena baru terbentuk pacda bulan
April 2019.

8. Peremcanann, Penganggaran dan Pengendalian Bideng Keusngan, lavestass dan
Ketenagakerjasn (73,43%)
Anggaran Rp 742.080.000,00. Realisasi Anggaran Rp 559.769.050,00. Sisa
dnggaran Rp 182.310.950,00. Sisa anggaran dari belanja perlengkapan pesens
belanjn makanan dan minuman, belanja pecialanan dinss, belanja narmsumber.
belanja moderator,

Hambatan dan kendala;
Narasumber berhalungsn hadir. Perjalan dinas tidak wrserup karena koordinasi das

konsultasi dapst melalui email. Perlengkapan peserta dan belangs makanan dun
minuman tidak diserap maksimal karena sesuai arshan SEKDA sebagai efisiensi.

9. Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian  Bidang Kesclahleraan Sosial
(75,36%)

Anggsan Rp 333.000.000,00, Realisasi Anggaran Rp 250948 544.00. Sisa
anggarsn Rp 82.051.456,00. Sisa anggarn dari belanja perjalanan dinas.

Hambatan dan kendala:
Keterbatasan waksu setefab perubaban anggsran dan kepadatan aktivieas sub bidung,
10.Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah ($2,33%)

Anggaran Rp 235.100.000,00. Reslisasi Anggaran Rp 149.186,500,00, Sisu
anggamin Rp 135.914.500,00, Sisa anggaran bernsal dari rekening belanjo cetak.
befania makanan dan minuman kegistss, belanju perjalanan dinas, wang snku.
belanga jasa narasumber dan tenaga ahli, dan belanja promosi dan publikasi.
Hambatan das kendala:

Pelaksanann kegiatan tidak sesuni Remcana Operasional Kegistan (ROK). Aktivitas
di Subid SDM padat dan keterbatasan wakzu setelah perabahan anggiran

11 Penclitian, Penghajian dan Analisis Kebijakan Strategi Ducrah (75,06%)
Anggaran 197261000000, Realisasi Anggaran Rp 2.231217.60000 Sisa
anggaran Rp 741.392.400,00. Sisa anggaran dari todok ukue penyvusunan dokumer
penelitian, penghaian, analisis Kebijakan Seraregi, 1okok ukurpenyeknggan
penclitian mandiri, penyussnan jumal kelitbangan tshun 2019 dan solok wkur
koordinasi  kelitbangan Provimsi Basten darl rekening  belangs cetah  dan
penggandaan, belanja makanan dan misuman | uang saku, namsumber, tensga shls,



belanja dokwmentasi, belanja promosi dan publikasi.
Hambatan dan kendala:
Beberapa Focws Discusion Growp (FGD) tidak dilsksannkan sesusi kesepakatan

dengan tenagn ahli. Dewan Riset Doerah (DRD) 2019-2020 tidak Jadi dibentuk
menyebabkan honorarium DRD tidak biss direalisasikan.

12, Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daersh (76,58%)

Anggaran Rp 998.453.000,00, Realisas Anggaran Rp 764.606.135,00, Sisa
Anggaran Rp 233.846.865,00. Sise anggaran dari tokok ukur pengembangan inovasi
dan tolok ukiur pemgembangan teknologi. Terdiri dari rekening belanja belanjn buli
percontohan, belanjs cetak dan penggandaan, makanan dan minaman, perjalanan
dinas, usng saku, belanja narssumber dan sisa hasil negosinsi kontrak.

Hambatan dan kendala:

Kurangnya wndangan dari imstansi pusat sehingga peralanan dinas banysh vany
tidak diserap. Narasumber yung badir tidak sesusi dengan SSH sehinggn harus
disesyaikan pembayarannya. Permobonan Tenaga Ahl tidak sessai dengan
spesifikasi yang diperlukan sehinggn menjndi efisiensi.



BAB I
KEBLJIAKAN AKUNTANSI

: 3.1 Eatltas Pelaporan Kemangan Daerah
Ewtvoy

:m Pemerintah Provingé Banten adaiah merapskan entitss pelaporsn yang

Paems imelipati Sekretariat Dsecah, Dinas, Badan, Kantor sertn Sekretsriat DPRD. Satusn
Keja Perangkat Daerab (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi  yang
mempunyai kewajiban melaksanskan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas
skuntansi adalah Kepals Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daemah (DPRD).
Sedangkan SKPD yang bestincak sebagai Satusn Kerja Pengelola Keusngan Daernh
(SKPKD) adalah Dinas Pendspatan dan Pengelolsan Kevangan Daersh (DFPKD)
yang mempumysi tugas diantasanya melakukan konsolidasi Lapoean Keuangan
selursh SKPD.

Proses penywsunan Laporan Kevangan dimulsi dari proses akumtans: padn
entitas akuntansi, selanjutnya outpet dari entitas akuntansi berupa Laporan Reslisasi
Anggaran, Neraca dan Catatsn Atas Laporan Keusngan SKPD dikonsolidasikan oleh
SKPKD menjadi Laporan Keuangsn Provinsi Banten yang melipeti Laporun
Realisasi Anggarn, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan afas Laporan Keuangan
Provingl Bamten.

Penyusunan Laporsn Kewangan Tabun Angssmn 2019 ini didasarkas
pada Peratursn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dsernh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahan 201 1 tentang Perubahan
Kedus Atas Persturan Menteri Daolam Negeri Nomoe 13 Tahan 2006 tentang
Pedoman Pengelolan Kewangsn Daerah, Peratwran Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Dacenh dan berpedoman pads Peratsran  Pemerintsh Nomoe 7
Tabhun 2010 tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur
No. 18 Tahun 2014 sentang Kebakan Akuntansi Provinsi Basten sehagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Pernturnn Gubernur 68 Tahun 2016 lentang
Perubshan Kedun sas Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pravins:
Banten,

Sampai dengan Tahun Angparan 2019 akustansi berbasis okrusl selsh
diterapkan selama 5 tahun,

3.1 Basis Akuntaasi Yang Mendasari Peayususan Laporan Kevangan Pemerintah
Pradobivrn Dacrah

Fearnineas

igz';' Dimulai pads tahun 2015 Pemerintah Dacrab Provinsi Banten menerapkan
basis skrual dalam penyusunan dan penyajisn Nernca, Laporan Operasional, dan
Laporin Perubahan Ekuitas serta basis kas untek penyusunan dan penyijan Laparan
Realisasi Anggaran. Basis akraal adalah basis akuntansi yang mengokui penganul
transakss dan peristiwa lainnya paca saa¢ transaksi dan peristiwa ity terjady, tanpa
memperhatikon saat kas atau setarn kas diterima atay dibayarkan. Sedangkan basis
kas adalah basis akustansi vang yang mengakyi pengarubi transaksi atau peristiws
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lninnys pada sant kas atau setars kas diterima atau dibsyar. Hal ini sesasi dengan
Standar Akuntansi Pemserintahan (SAP) yang telah ditetspkan dengan Permturan
Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintshan.

3.3 Basis Pengukuran  Yang Mendasari  Penyusunan Laporan  Kcuangan
Pemerintah Dacrah

Pengukursn adaleh proses penctapan nilai uang wntuk mengakul dan
memasukkan setiap pos dalam laporan kevangas. Dasar pengukuran yang diterapkan
Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyujian Laporsn Keuangan
adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengelusran/penggunsan sumber daya ekonomi atay
sebesar nilsl wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebul.
Kewsjiban dicatat sebesar nilai wajor sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewnjiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos
laporan keuangan menggunakan mata uang ruplah,

L4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan Daernh

a. Kebijokas Akuntamsi Peadapatan-LRA

(01) Pendapman-LRA dikelompokan atas pendapatan asli deersh, pendapatan
transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan dacrah yang sah,

(02) Kelompok pendapstan asli daerah dibagi menurul jenis pendapatan-LRA
yang terdini stas pajak deerah, retribusi daerah, hasil pengelolsan
kekayaan daerah yang dipisabkan, dam lain-lain pendapatan asll daerah
yang sah.

(03) Kelompok pendapstan  transfer’dana  perimbangan  (transfer  masuk)
dibagi menurat jenis yang terdinl stas dana bagi hasil, dama alokasi
umum, dan dana alokasi khusus.

(04} Kelempok lkin-lasin pendapatan dsersh yang sah dibagi menurut jenis
pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah,
pemerintah dacrah lainnya, badanfembagn’ organisasi swasta  dalam
negert, helompok masyarakat'perosangan, dan lembaga luar negeri yang
tidak mengikat, dana darurat deni pemeritah deersh dalam rangka
penanggulangan  korban'kenssakan  akibat beocans alam, dana  bag
hasil pajsk dari provinsi kepads kabupstenkota, dana penyesuaian
dan dana otonoeni khusus yang ditetapkan oleh pemeringah daeral, dam
bantsan kewangan dari provinsi atsu dari pemerintah dacrah lainnya.

(05) Pencaparan-LRA diskui pada saat diterima pads Rekening Kas Usum
Daerah berdssarkan nsas beuto.

(06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimsn SKPD tetapi
bedum disersma atau disetor ke rekening Kss Umum Daerah diakui sebagai
pendapatan vang ditangguhkan,

(07) Peagembalian yang sifataya sistemik (normal) dan berulang (recurring)
s penerimasn pendapatan-LRA pada periode peecrimasa maupun pada
periode sebelumaya dibukukan sehagai pengueang pendapatan-LRA.
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(08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (mon-recurriog)
pendapatan-LRA dibukukan sebagal pengurang pendapatan-LRA  pada
periode yang sama.

(09} Koreksi dan pengembalisn vang sifatmya tidak berulang {non-recurring)
atas penerimuaan pendapstsn-LRA yang tejadi pada periode sebelumaya
dibukukan sebagai pengumng Saldo Anggsran Lebih pada periode
ditemuksanyn koreksi dan pengenshalian tersebut.

(10) Pengukuran pendapatan-LRA  menggunaksn  mats  wang  rupinh
berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang
msing dikonversli ke msats usng rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs
tengah Bank Indonesia) pada saat serjadi pendapatan-LRA

(11} Pengungkapan hal-hal yang periu sehubungan deagan pendapatan-LRA.
aptarn lain penerimasn pendapatan-LRA tabun berkensan setelah tanggal
berakhimys tahun anggamn. Penjelasan, schab-sebab tidak tercapainya
targel penerimazn pendapaan-LRA dan informsasi kainnyn yang dianggap
periu.

Kebijakan Akantansi Bebanja

(01} Belanja diklasifikasikan menurut Klasifikasi ekomomi (jenis belanja),
orgsnisasi, dan fungsi‘urusan,

(02) Klasifikasi ckonomi adalsh pengelompokan belanja yang  didasarkan
pada jenis befanja untuk melaksanakan susty aktivitas, meliputi belanja
pegawni, belanja bacang dan josa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah,
bantusn sosial dan belaaja tak terduga.

(03} Klasifikasi menerat arusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusas
wajib dan urusan piliban pemerinesh dacrah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat,

(04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada
fungsi-fungsi  utama  pemerintah  pusat/dsersh  dalam  memberikan
pelayanan kepads masyarakat dam digunskan sebagai dasar untuk
penyusunan anggaran berbasis kinera.

(05) Belanja diakui pada saat terindinya penpeluaran dari Rekening Kas Usmum
Daeruh.

(06) Khusus belanja melalul bendahara pengeluaran pengakuannyn terjadi pads
S8t pertanggungjawaban atas pengelwaron tersebut disshkan cleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharsan.

(07) Koreksi atas pengeluaran belanja (peaerimsan kembali belanjs) yang
terjads pada periode pengeluaran belanja dibukukan sehagai pengurang
belanjs pads periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutaya,
koreksi atas pengeluaran  belanja  dibukukan dalam  pendapatan-LRA
dalam  pos pendapmtan lain-laie-LRA. Apabila diterima pada periode
berikutnyn  dan  Laporan Keusngan belum  diterbitkan  koreksi atas
pengeluaran belamjn dibukuksn sebagsi pengurang Belanjn pada periode
yang sama.
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(08) Suatu pengeluaran belanja skan diperiskukan schagai belsnin  modal
(nantinyn skam menjndi aset tetap) jika memonubi sclurub keitoria solayui
berikut:

8) Umar pemakaian (manfaat ekonomis) barmng yung dibeli kbih dari 12
(dua belas) bulan;

b) Barang yang dibeli merupakan objek pemelihsraan atau barang tersebut
memerlukan binya‘cogkas umtuk dipelihara,

€) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk
digunnkan serta tidak untuk dijual/dihibahksn/
disumbangkan/diseralikan kepads pihuk ketiga; dan

d) Nilai rupiah pembelisn barang material atau pengelwaran  wntuk
pembelian barang tersebut memenehi batasan minimal kapitalisasi nset

tetap sebagai berikut:
Nilai Kapitalisasi Aset
No, Uraian Tetap
I | Tanah i
2 | Peralatan dan Mesin, terdini atas ©
2.1 | Alat-alat Berat dan alst-alst Besar 10.000.000,00
2.2 | Alat-alat Angkutan 2.000.000,00
23 -alat Benghe! dan Alat Ukur 1.000.000,00
24 | Alat-ala PertanianPetemakan 1.000.000,00
2.5 | Alat-alat Kastor dan Rumah Tanggs
- Alat-alst Kantar 1.000,000.00
- Alat-alat Rumah Tangga 1.000.000,00
26 | Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.000.000,00
2.7 | Alat-alat Kedokteran 5.000,000,00
2.3 | Alat-alat Labosatorsum 2.500.000,00
29 | Alst Kesmanan 1.000.000,00
3 | Gedung dan Baagunan, yang terdiri
ntas
3.1 | Bangunan Gedung 15.000.000,00
3.2 | Bangunan Monumen 15.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang
4 | tendini atas: *)
4.1 | Jaksn dan Jembatan 50.000.000,00
42 | Bangunan Akr/lrigasi 50.000.000,00 |
4.3 | Instakasi 50.000.000,00
4.4 | Jaringan 50.000.000,00
Aset Tetap Lainnya, yang terdiri
S5 | anas
5.1 | Buku dan Perpustakan 100.000,00
Barang Bercomk
5.2 | Kesenian'Kebodaysan/Olahrags 250.000,00
53 | Hewan/Tensak dsn Tumbuhan
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8. Hewan 1.000.000,00 |
b. Ternak 1.000.000,00
¢, Tumbuhan Pohon 300.000,00
d. Tumbuhan Tanaman Hias Ektra kompable
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | j

*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidsk ads kebijakan pemerintah
mengensi nilai satuan minimum kapitalisasi, sehinggs berapa pun nilai
perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

Pengeluaran befanja barang yang tidak memenuli kriteria batasan minima
kapitalisssi aset tetap dintas skan diperlskukan sebagai aset lainnya dan
dianggackan peds kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengsn
obyek belanja barang non kapitalisasi.

Aktivitas  pemeliharaan merapakan aktivias yang dilskukan  wntuk
mempertahankan fungsi sewajamya atas obyek yang dipelibarn  atan
cutputhasil darl aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang
dipelibara menjadi bertambah ekonomis'efisien, dan’ atsu bertambah umur
ckonomis, danfstau bertambah volume, dan' atss berambah Kapasitss
produktivitasaya dan/atau tidak menguhah bentuk fisik sermula.

Suatu pengeluamn belanja pemeliharan akan diperlakukan sebagai belanja
modal (dikapilslisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketign kriteria
burul 2, b dan ¢ sebagal berikut:

n) Manfaat ckomomi atas barang/aset tetap yang dipelihar:

= bertambah ekomomis/efisien; dan/atau

- bertambah umur pemanfastan/umur ekonomis; da/stau

- bertambah volume; dan/atan

- bertambah musukapasitas produktivitas,
b) Ada perubahan beotuk fisik semuls dan secars manajemen barmng

milik dacrah tidak ada proses penghapusan; dan
¢) barangfaset  tetap tersebut  material/melebihi  batsssn  minimal

kapitalisasi aset tetap yvasg telah  ditetapkan.
Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset
telap maka aset tetap yang berkenasn akan menambah umur ekonomisnya
yang dinyatakan dalam wkursn tshun, apabila perhicangan tambshan umur
ckomamis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (mol koma lima) tabun maka
dibulatken menjadi O (nol) wshun dan apabila perhitungan tambahan
umur ekonomis lebib dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibubatken
mengadi | (satu) tahun.
Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenubd nilai kapitalisasi dan
barang yang memiliki kriterla “barang pecah belah”, tirai‘gorden'vertical
atau horizontal - blindKarpet'wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/ush
sejenis  diperlokukan scbagai persedisan pakai habés dsn tumbuhan
tanaman  bias  diperfakukan  sebagai  persediaan jika tidak memenuly
kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata vang rupiah
dengan menjabarken jumiah mata wang asmng tersebut menurut kurs tengah
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(15)

bank sentral pada tsaggal transaksi,

Peagunghapan schubungan dengan belanjs, antarm lain pengelears
belanja tahus berkenaan sctelsh tanggal berakhimya tahun anggaran,
penjelasan  scbab-sehab  tidak  tersemapuya target realisasi  belanja
daerah dan Informasi lainnya yang diangeap perlu

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

o1

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

07)

P«wﬁmpcmbiqmdhkuipuhmd'nwimpdnkd&mhgxu
Umum Dacrah sebesar nilai bruso,

Pengeluaran pembisysan diakul pada saat dikeluackan dari Rekening Kas
Umam Daerah.

Selisih lebibkurang antarz peserimsan dan pengeluaran  pembiayaan
selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembisysan Neto.

Selisih lebibkurang amtara reslisasi pendapatsn-LRA dan belanjn serin
penerimaan dan pengeluzran pembisyaan selama saty periode pelaporan
dicatat dalam pos SILPASSIKPA.

Bantwan yang diberikan kepada kelompok masynrakat yang diniatkan
akan  dipungut'ditarik  kembali olkeh  pemerintah  dacrah apabila
kegiatanaiya telah berhasil dan selanjutnyn aksn digulickan kembali
kepeda kelompok masyarakat lasinnya sebagni dama bergulir. Rencans
pemberian  bantuan wntuk kelompok masyarakat ¢i stas dicastumkan di
APBD dan dikelompokkan pada  Pengeluaran Pembiaysan  yaity
pengeluamn investasi jangks panjang. Terhsdap realisasi penerimann
kembali pembisyaan jugn dicstst dan disajikan subagai Penerimann
Pembiaynan - lnvestasi Jangka Panjang Dengan demikian, dans
bergulir  atau  bantuan tersebut  tidsk  dimasukkan sebagai  Belange
Banwan  Sosial karena  pemerintah  dacrah mempunyai niEat  untuk
menark kembali dum tersebut dan menggulickannyn kembali kepada
kelompok  mesywrakst  loinnys.  Pemgelusran  dana tersebes
mengakibutkan timbulnys investssi jangka panjang yang bersifat noe
permanen dan disajikan di nermca sebagai Investasi Jangka Panjang.
mmwwmmmmﬂumm"
milai sckarang Kas yamg diterima atau vang akan diserima oleh milai
sckarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan,

Hal-hal yang perln  diungkapkan schubungan  dengan  pembiaysan,
ansama lain:

a) Penerimaan dan pengelwran pembiaysis tahun berkennan setelsh
tanggal berakhimya tahan anggaran,

b} Penjelasan landasan hukum berkenase dengan penerimaan/pemberian
pinjaman, pembentukan/pencairan  dana  cadangan, penjualan  aset
dacrah yang dipisahkan, penyertsan modal pemerintah daerah.

€) Informasi lainnya yang dianggsap perfa,
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d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

o1

(02)

(03)

(04)

(05}

(06)

(07

(0%)

Pendapatan-LO berbasis akrual diskui pada ssar:

a) Timbalnya hak atss pendapatan;

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran massk sumber daya
ekonoei,

Klasifikasi mwourat sember pendapatan  untuk pemenintah  dacrah

dikelompokkan menwrut asal dao jenis pendapatan, vait pendapatan asti

dacrah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing.

masing pencapatan tersebut diklasifiknsikan menunus jenis pendapatan.

Akuntassi pendapstan-LO dilaksanakan berdasarkan azas beuto dan dalam
hal besaran peagurang techadnp pendapatan-LO beuto (biaya) bersifol
variabel techadap peadapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebit
dahuly dikarenakan proses belum selesal, maka assas beuto dapat
dikecualikan,

Pengembalian yang sifatnys normal dan berulang (recurring) atas
pendapatan-LO  pada periode  pencrimasn  maupun pada  periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recusring)
ass pendapstan-LO yang teadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai peagurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifutnya tidak beralang (nom recurring)
Was pendapataa-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagal pengurang ckuitas pada periode ditemuksnnyn koreksi dan
pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan
pendapatsn  brato, dan tidak mencatat jumbsh metonyn  {setelah
dikompensasikan  dengan  beban),dan dalam hal besaran pengurang
terhadap pendapatan-LO  bruto  (biaya) bersifst  variabel terhadap
peodapatan  dimaksud dan tidek dapat di estimasi terlebdh dabulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruso dapat dikecualikan

Peagakuan pendapatan pajsk dsernh-LO sebagai berikut:

» pendopatan  pajak  doerah LO  yang berasal darl sisem  official
assessmenl diskui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak doeral)
(SKPD) atsu dokumen yang dipersamakan,

Pajak deerah yang menggunskan sistem official assessment terdiri dari
Pajsk  Kendarsan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaras
Bermotor (BBNKB), dan Pajek Air Permukaan.

b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:

1) Pengakuan peadapstan pajak yang didahului dengan peaghitungan
sendini oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan
pembayaran oleh wajib pajak berdasarksn perhitungan tersebut,
diakui sast diterima pembayaran dari Wajib Pajak,

2) Padn sam pemeriksaan disemukan kurang bayar maks akan
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB)
dan atau Surat Ketetspan Pajek Dacrsh Kurang Bayar Tambahan
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(12)

(13)
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(SKPDKBT) atas jumlah psjak yang masih harus dibayar vang akan
dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

3) Sedangkan apabils dalam pemeriksasn ditemukan lebih bayar pagak
maka akan diserbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan
dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak dacrah yang menggunakan sistem self assessment terdir] dari

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

Peodapstan Reeribusi-LO diakui apabila sstuan kerja telsh memberikan
pelayanan sesuai demgan tugas dan fungsinys, Dokumen dasar yang
digonsken dalam pencststan pendapatan retribusi adalah Surst Ketetapan
Retribusi Dacrih (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperbakukan sama
dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyowa. Jika ada denda
untuk retribusi perizinan dokumen yang digenskan untuk mengakui
pendapatan denda retribusi-LO adalah Suent Tagiban Retribusi Daersh
(STRD) atau dokumen sejenis vang diperfakukan sama dengan STRD.

Pendapatan Asii Daerah (PAD) laineys dupat terdiri dari hasil pengelolaan
kekaynan yang dipisshkan seperti bagian lshe BUMD diakul sast 1elah
ditetapkan besamya baginn laba yang hanss disetor ke kas doemh dan Lain-
lain PAD Yang Ssh sepeni bungs, denda dan pendapatan hasil eksekusi
jaminan-LO diaku sast kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak
dipisahkan pemgelolaannya yang diskui saat sersh ferima aset, tustutan
ganti rugl yang dukui saat diterbitkan Surnt Keputusan Gubermor tentang
Pembebanan Penggantian Kerugian.

Pengakuan Pendapatan Tramsfer-LO diskui pada saat kas masuk ke
Rekening Kas Umum Dacrah sebesar jumbah yang diterima dan hanya
dilakukan di PPKD

Pengakian Lain-lain Peodspatan yang Sah-LO adalah pada sast di terima
di RKUD sebesar jumlah somisal yang diterima di RKUD

Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non
lancar-LO yang diakui pada sam hak stas pendapstan timbul, Surplus
Penyeleszian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Serplus dari Kegiatan
Non Operssiceal Lainnya-1O yang diakui ketika dokumen sumber berupa
Berita Acarn kegiatan (misal: Berita Acaa Penjuslan untuk mengakui
Surplus Penjuaian Aset Non luncar) telah ditorima.

Transuksi peodspstan-LO dalam bentuk barangfasa harus dilaporkan
dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa
tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itw, transaksi semacam inh juga
harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan
sehingga dapm memberikan semus informasi yang relevan mengenai
bentuk dani pendapatan-LO.

Kebijakan Akuntansi Beban

(01) Beban dinkuil pada ssat:

a) timbulaya kewajiban;
b) terjadinyn Komsumssi aset;
¢) terjadinyn penurunan manfaat ekonomi stau potensi jasa,
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(11

(12)

(13)
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Yang dimaksad dengan terjadinye konsumsi aset adalsh snat pengeluaran
kas kepada pihak lain yang tidak didabului timsbulaya kewagiban dan/atau
konmﬁautnonkuahmkegimmdpemimhm.
T«jndinylmm&tdmmimmndjnaujadipl&w
penuruman  nifai  aset  schubumgan  dengan  penggunamn  aset
bersangkutanberlalunya waktu, Contoh peaurunan manfant ekosomi atay
potensi jasa adaloh penyusutan atsu amortisasi.

Penyusutan/amontisasi dilskukan dengan menggunakan metode garis hurys
(strasight lime method).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan keembali beban, vang terjadi
pada periode beban dibukukan sebagai pengurang behsn pada  periode
yang sama. Apabila diterima pads periode berikutnya, koreksi atas beban
dibukukan dalam pendapatan  lain-lain. Dalam  hal mengakihatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada skun ckuitas
Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya
dokumen Surat Perintah Pencairan Dans (SP2D) LS atau diskui bersamaan
dengan pengeluaran kas (basis kasy dan dilakukan penyesuaian pada akhie
persode akuntansi,

Beban Pegawal dengan mekanisme UPAGU/TU akan diaksi berdasarkan
bokti pengeluaran beban pads st Pertanggungiawaban (SPJ) dan
dilskukan penyesunian pada akhir perfode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa diskui pads saat timbulnys kewajiban atau
peraliban hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan
barangfjnsa atau Berits Acara Sersh Terima ditandatangani, Dalam hal
pada akhir tshun masih terdapat barang persedioan yang bebum torpakai
stau jasa yang belum diserima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
Beban Bunga diaskui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk divayarkan.
Untuk keperlumn pelaporsn keuangan, nils beban bunga dinkul ssmpai
dengan tanggal pelaporan walsupun saat jatuh tempo melewsti tanggal
pelaporan.

Betun subsidi diakur pods saat kewajiban pemerintah dserah untuk
memberikan subsidi telah timbal,

Beban  Hibah  diakul pads sast  perjanjian  hibah  atae  NPHD
disepakati/ditandatangani meskipun masih melslui proses verifikasl, Pada
sant hibwh telah diterima maka pada akhir periode skuntamsi hares
dilakukan peyesuaian,

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaturan
belanja bantwan sosial atau diskui dengan kondisi bersamaan dengan
pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban terschut beham
dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran
bantusn sosial. Pada akhir periode akustansi harus dilakukan penyesusian
terhadnp pengakean belanjn ind,

Beban Penyusutan  dan  amoctisasi dinkui sast skhir tabun/periode
akuntansi berdmsarkan metode penywsutan dan amortisasi yang sudah
ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisiban Piutang diskai sast akhir tshun/periode akuntansi
Mmmhmmpimmmmdmdmm
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mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumish nomisal beban yang
timbul. Beban diskur dengan menggunakan mata uang rupish dan
disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban  Operasi
dipelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Cal.K).

Beban trassfer diskui pads saat timbulnya kewajiban pemerintsh doerah,
Dalsm hal pada akhir periode akuntassi terdapat alokasi dana yang harus
dibagihasifkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketshui doerah yang
berhak menerima, maka nilai tersebus dapst diskui scbagai beban atau
yang berurti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis
kas).

Beban Transfer divkwr berdasarkan jumlsh nominal yang diseeahikon untuk
dibagihasilkan. Beban transfer diukur demgan mats vang rupiah dan
disyjikan dalam Laporan Operasional {LO), Rincian dari Beban Transfer

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Kewangan (CalX).

Dengan alasan kepraktisan dan fakior ketidskpastion akan terjadinya
Beban Non Operasional dan Beban Luar Binsa maka timbualnya kewajiban
dinkui bersamaan dengan pengeluaran ka3 (basis kas) berdasarkan jumliah
nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.

Penyajian dan Pengunghapan Boban Non Opernsional disajikan dalam
Lopocan Operasional (LO). Rincian dari Beban Nom Operasional
dijelaskan dalam Catatan ams Laporan Keuangan (CalK).

Tramsaksi beban dalam bentuk barsngfjsss harus dilsporkan dalam
Laporan Operasiceal dengan car menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut
pacls wangpal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus
diungkapkan sedemikian reps pada Catstan atas Laporan Keuangan
schingga dspst memberikan semus informasi yang relevan mengonsi
bentuk dari behan.

Kebijakan Akuntansi Aset

o
(02)

(03}

(04)

Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar

Kas pemerintah doemh yang dikusssi dan dibawah tanggung jawab
bendshara umam daerah terdini dari:

8) saldo rekening kas doemh, yaitu saldo rekening pada bank yang
disemtukan okh kepala dsersh untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran.

b) setars kas, antara lain berupa surat wtang megara (SUN)Yobligasi dan
deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara wmum
daersh,

Piutang pajok, pistang retribesl, dan pivtang pendapatan ashi dacrah

lainnya yang bermsal dari pungutan pendapatan daerah untok dapat

diakui sebagai piutang hanss memenubi kriteria:

a) telah dierbitkan sursl ketetapan; dan/otau

b) telah diterbitkan surst pensgihan dan tolsh dilaksanakan penagihan,

Pengukwran pistang  pendepatan  yang  berasal  dari  peraturan

perundang- undangan adalah sebagni berikut:
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a) Dissjikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan  dari setiap tagihan yang ditetspkan berdassrkan  surmt
ketetapan kurang bayar yang diterbirkan;

b) Disajikan sebesar nilal yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagiban yang telah ditetapkan terutang okeh
Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

¢) Disajikan sebesar nilai yang bebum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dan setiap tagihan yang masih proses bandang atas keberman
dan belum disetapkan olch lembaga yang menangani peradilan pajak;

d) Disajikan  scbesar nilal  bersih yang dapat  ddrealisasikan  (mer
realizable valwe) keceali untuk piutang yang distur dalam undang-
undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan pivtang tidak tertagih
telah diatur oleh Pemerintal daerah.

(03) Pewyisihan pautang diperbitungkan dan dibukukan dengan periode vang
sama timbulnya pistang, schinggs dapst menggambarksn mnilai vang
betubbetul  diharspkan  dapar  ditagh.  Penyisiban piutang  yang
kemungkinan Sdak tertagih dapat diprediksi beedasarkan pengalaman
masa laly dengan melakuken analiss terhadap saldo-saldo pitang  yang
masih  oststamading,

(06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemuegutannya Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (seif assessment) ditakuksn dengan ketentan
) Kualitas luncar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 0 ( nol ) tahun sampal dengan | ( satu ) tahue
dan/atau

2} Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksasn; dan/stau

3| Waijib pajak kooperatif; dan‘atay

4) Waib pajak likuid; dan/atau

5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kumang Lancas, dengan kriteria:

1} Umur plutang di atas I ( sotu ) tahan sampai dengan 3 ( tiga ) tahun;
dan'stw

2] Wajib> pajak kurang kooperatif dalans pemeriksaan; dan/atau

3) Wajib pajek menyetujui scbagian hasil pemeriksaan; dan/atay

4) Wajib pajak mengajukan keberatanbanding.

¢) Kuafitas Diragukan, dengan kriteria:

1) UMpM&wJ(dy)mWide(&m)&m;
dan/atan
2) Wajib pajak tidak kooperstif; dan/atay
3) Wajib pajek tidak menyetuui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d) Kualitss Macet, dengan kriteria:
1) Umusr piutang lebih dari 5 { lima ) tabun; dan/atau
2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atay
3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
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4) Wajib pajak mengalami musibah (foree maewre).
(07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemumgutannya ditetapkan
oleh Gubemur (oficied assessmens) dilskukan dengan ketentuan:
a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari | tahun; dan/atau
2) Wajib pajak kooper “aiif; dan/atau
3) Wajib pajak likuid; dan/atay
4) Wajib pajek tidak mengajukan keberntan/banding.
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1} Umur pivtang | sampai dengan 2 tahus; dan/atau
2) Wajib pagak kurang kooperntif; dan/atau
3) Wajib pajak mengajukan keberatan/tanding.
¢) Kualitas Diragukan, dengan kriteria-
1) Umwr piutang 3 sampai dengan S tahun; dasstau
2] Wajib pajak tidak kooperatif, dan‘atau
3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d) Kualitas Macet, dengan kriterin:
1) Umur phutang diatas 5 tahue; dan/atau
2) Wajib pajak tidak ditensukan; dan/stau
3) Wajib pajak bangknat/meninggal dunia: dan/atau
4) Wajib pajak mengalami musibah (force majenre).
(08) Penggolongan Kualitas Plutang Bukan Pujak, dilakukan dengan ketentuan;

a) Kualitas Lancar, spobila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jutub tempo yang ditetapkan;

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangkn waktu | (satu) bulan
terhitung sejak tamggal Surat Tagihan Pertama tidak  dilakukan
pelunasan;

¢) Kualitns Diragukan, apsbila dalam jangks waktu 1 (satu) balsn techitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d) Kualias Macet, apabila dalam jangks waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surar Tagihsn Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

(09) Penyisihan Piutang Tidak Teragih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%,;

b) Kualitas Kurang Lancar scbesar 109 (sepuleh  perseratus) darl
pivtang kunlitas kurang lancar setelah dikumngi dengan nils sgunan
atau nilai barang sitaan (ika ada);

¢) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima peluh  perseratus) dani
piutang dengan kunlitas dimgokan setelah dikurangi dengan niksi
nguean atau nikal barsng sitaan (jika ada), dan

d) Kualitas Macet 100% (seratus perserstus) dari piutang dengan kuslitas
macet setelah dikurangi dengan nilal aguean atau nilal barang sasan
(jiks ada).

(10) Penywsihan  Piutang  Tidak Temagih wntok  objek  buken  pajak.
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